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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual yang
berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat telah
mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia
adalah memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam penjelasan pokok-pokok
pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan bahwa tujuan
Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia sebagaimana yang diamanatkan sila kelima dari Pancasila.

Untuk mencapai segala tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat, dalam hal ini Pemerintah mempunyai peranan
yang sangat penting untuk dapat mewujudkan hal tersebut yaitu melalui kebijakan-
kebijakan pemerintah dalam Pembangunan Nasional terutama kebijakan-kebijakan
dalam bidang perekonomian salah satunya melalui perbankan. Pelaksanaan
Pembangunan Nasional tersebut tidak hanya ditujukan bagi golongan tertentu saja,
tetapi juga harus dapat menjamin agar pertumbuhan ekonomi itu dapat dinikmati oleh
seluruh bangsa Indonesia secara merata.

Meskipun kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi ditujukan untuk

meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dalam arti seluas-luasnya, namun




dalam proses pelaksanaannya selalu terbentur pada berbagai masalah yang salah
satunya adalah masalah ketiadaan modal, terutama pada golongan masyarakat kecil

| dan menengah. Untuk menyikapi permasalahan modal ini, pemerintah telah banyak
mengeluarkan kebijakan-kebijakan, baik melalui lembaga perbankan maupun
lembaga-lembaga keuangan bukan bank lainnya, yang membantu masyarakat dalam
memberikan kredit baik kredit jangka pendek, jangka menengah maupun jangka
panjang.'

Lembaga-lembaga pembiayaan tersebut sangat membantu dalam pergerakan
roda perekonomian terutama keberadaan lembaga perbankan yang fungsi utamanya
adalah sebagai katalisator positif terutama dalam usaha mengakumulasikan modal.
Modal yang dihimpun dari dana masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat
dalam bentuk kredit, dengan memintakan jaminan. Undang-Undang Nomor 10 tahun
1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian lembaga yang melakukan
penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat adalah suatu badan
hukum yang jelas dan perbankan ini harus semakin mampu berperan sebagai

penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur

1
Thomas Suyatno et.al, Dasar-Dasar Perkreditan, edisi keti PT. G i
Utama, Jakarta, 1993, hal, 9-10 g PI- Gramedia Pustaka




yang cermat dari dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif dan dalam
pemberian kredit. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (2) tentang
Perbankan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 menentukan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan
dengannya, yang didasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu, di mana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga,
imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dalam proses pemberian kredit, pihak Bank memiliki beberapa prinsip dalam
melakukan kegiatannya, yaitu :

a Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle, fiduciary relation)

b Prinsip Kerahasiaan (confidential principle, confidential relation)

¢ Prinsip Kehati-hatian (prudential principle, prudential relation)2

Dalam prinsip kepercayaan hubungan antara bank dan nasabah bukanlah
sekedar hubungan debitur dan kreditur semata melainkan sifat hubungan hukum
tersebut sebagai “fiduciary” (kepercayaan). Prinsip ini harus dipegang teguh dalam
pengelolaan perbankan karena dalam prakteknya bank dapat saja menggunakan dana
simpanan nasabah tersebut atas dasar kepercayaan (fiduciary principle) untuk suatu
tujuan tertentu dan dengan cara yang dapat menjamin bahwa jika sewaktu-waktu

diminta nasabah, maka bank mampu mengembalikan dana tersebut. Secara normatif

——— lz ;‘2‘"‘“3’0 Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
, hal.




hal ini dapat dipahami melalui Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang menentukan bahwa: “Bank
terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar
kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga keschatannya dan memelihara
kepercayaan masyarakat kepadanya”.

Selain itu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
juga menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank harus sampai
kepada tingkat kepercayaan kepada calon nasabah. Berdasarkan analisis dan itikad
baik tersebut yang bersangkutan akan mampu melunasi hutangnya atau
mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian. Untuk memperoleh keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur, maka sebelum memberikan kredit bank harus
terlebih dahulu melakukan penelitian yang seksama terhadap Character
(kepribadian), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Condition Of Economy
(kondisi ekonomi), Collateral (agunan). Yang dikenal dengan prinsip 5C atau The
Five C’s of Credit3

Secara garis besar berdasarkan cara terjadinya jaminan dapat digolongkan
kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu jaminan yang lahir karena Undang-Undang dan
Jaminan yang lahir karena diperjanjikan. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang
merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk oleh undang-undang, tanpa adanya

perjanjian para pihak, sebagaimana diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang

hal. 304 3 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
al.




Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang
sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, akan menjadi tanggungan
untuk segala perikatannya. Dengan demikian berarti seluruh benda debitur menjadi
jaminan bagi semua kreditur. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban
utangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada
umum, dan hasil penjualan benda tersebut di bagi antara para kreditur, seimbang
dengan besar piutang masing-masing.*

Berdasarkan sifatnya, terdapat 4 (empat) macam jaminan, yaitu jaminan
umum, jaminan khusus, jaminan perorangan, dan jaminan yang bersifat kebendaan.
Jaminan Umum merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur
dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan Khusus merupakan jaminan dalam
bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan
atas pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya
berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan.
Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara
debitur dan kreditur. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan
hubungan langsung pada perorangan tertentu, dan hanya dapat dipertahankan

terhadap debitur tertentu dan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.’

4 T
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo P
— ja Grafindo Persada, Jakarta

s .
H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafind
Jakarta, 2004, hal. 23-24 7 e Grafindo Persada,



Sedangkan Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas
suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda
tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan
dapat dialihkan. Jaminan yang bersifat kebendaan ini dilembagakan dalam bentuk
Hipotek, Hak Tanggungan, Gadai, dan Fidusia.

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu kebendaan
bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas
nama debitur, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil
pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari para kreditur lainnya (Pasal
1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Gadai ini merupakan suatu perjanjian
riil yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata
(dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan tersebut
dilakukan oleh debitur pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditur penerima gadai.
Hak gadai ini timbul dari perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian
utang piutang. Dari hubungan utang piutang ini akan menimbulkan hubungan hukum
gadai yang mengakibatkan perikatan di antara penerima gadai dan pemberi gadai.
Perikatan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik seperti
yang diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.®

Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat ternyata lembaga gadai saja

belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemberian kredit,

® Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit., hal. 87-88




ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai ini ternyata masih
mengandung banyak kekurangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu
timbulah suatu lembaga baru yaitu lembaga jaminan fidusia. Pada awal
perkembangannya sebagaimana yang terjadi di Negeri Belanda, lembaga jaminan
fidusia mendapat tantangan yang keras dari yurisprudensi karena dianggap
menyimpang dari ketentuan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yaitu tidak memenuhi syarat tentang harus adanya causa yang
diperkenankan. Namun, dalam perkembangannya Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal
25 Januari 1929 mengakui sahnya figure lembaga jaminan fidusia. Arrest ini terkenal
dengan Bierbrouwerij Arrest. Pertimbangan yang diberikan oleh Hoge Raad lebih
menekankan pada segi hukumnya daripada segi kemasyarakatannya. Hoge Raad
berpendapat perjanjian fidusia bukanlah perjanjian gadai dan tidak terjadi
penyimpangan hukum’.

Di Indonesia, lembaga fidusia ini lahir berdasarkan Arrest Hoggerechtshof 18
Agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest). Lahirnya Arrest tersebut karena pengaruh asas
konkordansi serta dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari para
pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, dan pedagang grosir
yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya yang tidak dapat diselesaikan
melalui Lembaga Gadai, Hipotik, maupun Hak Tanggungan. Perkembangan

mmmcadaany ccmdnanney S Adnnin nnnmat lamh

P & “mESmgmn ituoiz conpot lombat, karena undang-undang yang mengatur

7 H. Salim HS, Op.Cit., hal. 59




tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999, yaitu Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia®.

Menurut ketentuan Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan
suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Adapun
ciri daripada pemberian jaminan dengan fidusia ini adalah adanya pengalihan hak
kepemilikan suatu benda, dilakukan atas dasar kepercayaan, dan benda yang
dijaminkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah
hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan
benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan
bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Fidusia, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang
keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi. Jaminan fidusia ini digunakan secara

luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap

8 Ibid., hal. 60




sederhana, mudah dan cepat tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.’

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang memberikan
kesempatan kepada pihak Pemberi Fidusia tetap menguasai benda jaminan tersebut
untuk kelangsungan usahanya. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hak
kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada Penerima Fidusia, namun
penguasaan benda tetap berada pada si Pemberi Fidusia. Oleh karena itu, dalam
pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini sangatlah beresiko, oleh karena objek
jaminan tetap berada di tangan Pemberi Fidusia hanya hak miliknya saja yang
diserahkan secara kepercayaan kepada Penerima Fidusia, dalam hal ini dapat saja
Pemberi Fidusia tanpa sepengetahuan pihak Penerima Fidusia menjual ataupun
menjaminkan kembali barang yang telah dibebani jaminan fidusia tersebut kepada
orang lain, hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak Penerima Fidusia
dalam hal pihak Pemberi Fidusia tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan
waktu yang telah diperjanjikan.

Untuk menghindari hal tersebut maka setiap benda yang dibebani jaminan
fidusia wajib untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pihak

kreditur selaku Penerima Fidusia.

® Sri Turatmiyah, Kajian Normatif Tentang Pembebanan Jaminan Fidusia Setelah

ggg;rlsk;zkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Simbur Cahaya, Nomor 33 Tahun XII Januari
, hal. 420
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Dalam Prakteknya, dalam pemberian kredit seringkali terjadi keterlambatan
dari pihak debitur untuk membayarkan hutangnya kepada pihak kreditur atau bahkan
pihak debitur tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya kepada pihak
kreditur sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Dalam hal ini, apabila terjadi
ingkar janji atau wanprestasi, maka pihak kreditur akan melelang barang yang
dijadikan sebagai jaminan fidusia tersebut kepada umum atau dikenal dengan Proses
Eksekusi. Di dalam Jaminan Fidusia, prosedur eksekusi terhadap suatu objek jaminan
fidusia tidak harus menunggu keputusan dari pengadilan karena Akta Jaminan
Fidusia mempunyai kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki
kekuatan hukum yang tetap (titel eksekutorial), sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi jaminan fidusia sebagaimana

32

diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia bersifat mengikat (dwirigen rechii) yang tidak dapat dilcsampinglion

~baa 1o

4la3 wimauail paia panak. Ilal teisebut diatur dalam ketentuan pasal 32 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1995 baliwa : “Sciiap jaiji uintah mclalsanalen clalos!

Avtantanas WiAnOUwaARweLa

4 Yoo da

.o ccmoa
Wahadap Doida yaing incijadi objok Jaininan Fidusia dengan cara yang bertentangan
dengan ketentuan scbagaimana dimaksud dalaii Pasal 22 dui Pusd!

9,
st L7 Qaai L Uoaa I

: I Y 751 7 S TNV SO SN, . | S | SN, SO 8
nunuill L oS Winaaii il miCinociinaii KCpastiail hukum yang juga tcntunya merupa.kan

perlindungan hukum bagi para pilak yang beritiad Lail.
R PP DI DSV N 2
Sainud aain prakickiya apakah proses pelaksanaan cksekusi terhadap suatu

objek jaminan fidusia ini sudah mengikuti aturan coialis schancioines voms
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tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,
oleh karena dalam hal proses eksekusi tidak harus mengikuti prosedur hukum acara,
dimana kreditur melalui parate eksekusi seakan-akan seperti melaksanakan penjualan
atas harta miliknya sendiri, tinggal minta kepada juru lelang untuk melaksanakan
lelang.lo Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang
bagaimanakah objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dalam praktiknya serta
bagaimanakah proses pelaksanan eksekusi apabila dalam perjanjian kredit dengan
jaminan fidusia tersebut debitur wanprestasi atau terjadi kredit macet pada suatu
instansi yang telah penulis tentukan yaitu Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai
Palembang, yang kesemuanya itu penulis tulis dalam skripsi dengan judul Analisis
Yuridis Terhadap Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Dan Proses

Eksekusinya Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang.

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan
yang diteliti dan dianalisis dalam skripsi ini adalah :
1. Bagaimanakah objek yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam

Fcrjanjian kicdit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang

277

menurut ketentuan Undang-Undaig Noimor 42 Talwi 12227

10 .
J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebend PT. Ci ; 5
2002, hal. 177 aan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
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2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia

pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang menurut ketentuan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 19997

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1.

Untuk mengetahui objek yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam

perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang.

2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan

fidusia pada Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang menurut

ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1.

Dari aspek kepentingan akademis-teoritis, diharapkan bermanfaat dalam
upaya pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Jaminan.

Dari aspek kepentingan sosial-praktis, diharapkan bermanfaat sebagai acuan
atau masukan dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan

akibat hukumnya bagi para pihak bila terjadi wanprestasi serta pelaksanaan

eksekusinya.
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D. Ruang Lingkup
Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan penulis, maka ruang lingkup
penulisan skripsi ini adalah mengenai objek dalam jaminan fidusia yang dapat
dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia serta proses
pelaksaan eksekusi terhadap suatu objek jaminan fidusia pada Bank Rakyat

Indonesia Cabang A. Rivai Palembang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Permasalahan
Pendekatan permasalahan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan
pendekatan secara yuridis normatif dan juga digunakan data penunjang.
Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, mengkaji, serta
menelaah Peraturan Perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum yang berkaitan
dengan permasalahan. Sedangkan data penunjang berupa informasi yang penulis
peroleh di lapangan.

2. Sumber Data
Pengumpulan data dalam skripsi ini, penulis peroleh melalui :
a Data Sekuder

Merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan

(Library Research). Data sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini

dibedakan menjadi :
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i. Bahan Hukum Primer
Adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang
dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia.
ii. Bahan Hukum Sekunder
Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan
skripsi ini adalah buku-buku tentang Hukum Perbankan, Hukum Jaminan,
Hukum Perkreditan, dan Hukum Jaminan Fidusia.
b Data Primer
Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (Field Research).
Pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara wawancara dengan
pejabat terkait sesuai dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah
pihak-pihak yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai
Palembang, sebagai data pelengkap.
3. Teknik Pengumpulan Data
1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan
dengan masalah yang akan diteliti.
ii. Studi Lapangan (Field Research), dilakukan untuk mendapatkan data primer
dengan mengadakan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung di

lapangan yaitu penelitian dengan mengadakan wawancara langsung kepada
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pihak-pihak yang terlibat dengan masalah yang akan penulis bahas dalam hal
ini adalah pejabat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang A. Rivai
Palembang.
4. Analisis Data
Secara kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek yuridis melalui metode yang
bersifat deskriptif analitis yang di susun secara sistematis dengan menguraikan
gambaran dari data yang diperoleh serta menghubungkan satu sama lain untuk
mendapatkan suatu kesimpulan.
5. Lokasi Penelitian
i. Penelitian dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang
dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang
ii. Lokasi Penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.
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